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ABSTRAK 

 
Salah satu kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah membuat faktur pajak. 

Mekanisme pembuatan faktur pajak diatur dalam Peraturan Nomor PER-03/PJ/2022.   

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan CV. AB sebagai Pengusaha 

Kena Pajak dalam menjalan peraturan nomor PER-03/PJ/2022. CV.AB melakukan 

penjualan dengan cara eceran, grosir, dan pesanan. Untuk penjualan CV.AB yang 

secara eceran dapat menggunakan faktur pajak digunggung dengan cara membuat 

dokumen faktur pajak yang berisi nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), 

jenis barang atau jasa, jumlah harga jual  atau penggantian, potongan harga, Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut, kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan 

Faktur Pajak, sedangkan untuk penjualan secara grosir dan pesanan CV.AB harus 

menggunakan faktur pajak lengkap. Jika bertransaksi dengan pembeli yang sama, di 

bulan yang sama, dengan jenis transaksi yang sama maka CV. AB dapat membuat 

faktur pajak gabungan. Atas kesalahan CV. AB dalam membuat faktur pajak maka, 

CV. AB dapat membuat faktur pajak pembetulan atau pengganti. 

 

 

 

Kata Kunci: PPN, Per-03/Pj/2022, Faktur Pajak 
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ABSTRACT 

 

One of the obligations of Taxable Entrepreneurs (PKP) is to make tax invoices. The 

mechanism for making tax invoices is regulated in Regulation Number PER-03 / PJ / 

2022. The purpose of this study is to determine the application of CV. AB as a Taxable 

Entrepreneur in implementing regulation number PER-03 / PJ / 2022. CV.AB makes 

sales by retail, wholesale, and orders. For retail sales, CV. AB can use a back tax 

invoice by making a tax invoice document containing the name, address, Taxpayer 

Identification Number (NPWP) that delivers Taxable Goods (BKP) or Taxable 

Services (JKP), type of goods or services, total selling price or reimbursement, 

discount, Value Added Tax (VAT) collected, code, serial number, and date of making 

Tax Invoice, while for wholesale and order sales CV. AB must use a complete tax 

invoice. If the transaction is with the same buyer, in the same month, with the same 

type of transaction, CV. AB can make a combined tax invoice. For CV. AB's mistake 

in making a tax invoice, CV. AB can make a corrective or replacement tax invoice. 

 

 

Keywords: VAT, Per-03/Pj/2022, Tax Invoice 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 1984 

dan perubahannya, Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disebut PKP adalah 

pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan 

Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak. Pengusaha yang melakukan penyerahan 

yang merupakan objek pajak sesuai Undang-Undang PPN wajib melaporkan 

usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, jika omset sudah menyentuh batas 

tertentu kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan. Keuntungan menjadi Pengusaha Kena Pajak: wajib pajak dengan 

status PKP dapat mengajukan bahwa pengelolaan bisnisnya dilakukan secara 

legal hukum dan berjalan dengan baik, kredibilitas yang memiliki perusahaan di 

dunia industri dapat dilihat jelas karena status PKP menandakan bahwa telah 

melakukan kewajiban perpajakan dengan tertib, peluang kerja sama dengan 

bisnis besar pun terbuka lebar, dan dapat meningkatkan efisiensi produksi karena 

secara ekonomis, beban produksi dan investasi pada Barang Kena Pajak (BKP) 

atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dimiliki akan ditanggung oleh konsumen akhir. 

Adapun kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu Pengusaha Kena 

Pajak wajib membuatkan faktur pajak dalam pembelian barang maupun 

penjualan barang. Pengusaha Kena Pajak wajib melapor usahanya ke kantor 

pajak, menyerahkan pajak pertambahan nilai yang terkena pajak serta 

menyerahkan pajak penjualan atas barang mewah yang masih ada tanggungan 

belum dibayarkan pajaknya. Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan berbagai 

bentuk pemungutan pajak, perhitungan pajak, serta penyetoran pajak setidaknya 

minimal di periode akhir bulan selanjutnya atau Surat Pemberitahuan Tahunan 

(SPT) Masa PPN.  

Laporan yang wajib dilapor oleh PKP adalah SPT PPN. Skema pelaporan 

SPT Masa PPN sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal 

Pajak ini, yang selanjutnya disebut dengan SPT Masa PPN 1111. SPT Masa 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) harus di-upload di e-faktur sesuai batas waktu 

yang ditetapkan agar tidak di-reject ditjen Pajak, seperti diketahui, sebelum 
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lapor PPN bulanan, Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus mengunggah atau 

upload faktur pajak elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk 

mendapatkan validasi dari ditjen pajak, tanpa persetujuan DJP, maka faktur 

pajak tersebut dianggap tidak sah.  

Pada tanggal 1 April 2022, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan 

Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 mengenai faktur pajak, dalam 

Peraturan Direktorat Jenderal ini, yang dimaksud bahwa PKP wajib membuat 

Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), penyerahan 

Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor BKP berwujud maupun ekspor BKP tidak 

berwujud dan ekspor JKP. Faktur Pajak harus dibuat pada saat penerimaan 

pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan 

BKP atau JKP. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan 

sebagai tahap pekerjaan dan saat selain yang diatur berdasarkan PMK tersendiri, 

dan e-Faktur harus di-upload paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah 

tanggal pembuatan e-Faktur. 

Adapun resiko jika telat buat e-faktur yaitu PKP yang membuat Faktur 

Pajak tidak lengkap, terlambat membuat Faktur Pajak, dan/atau dianggap tidak 

membuat Faktur Pajak dikenai sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP dan PPN yang 

tercantum dalam Faktur Pajak tidak lengkap dan/atau yang dianggap tidak dibuat 

merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan. Adapun sanksi jika 

penerbitan faktur pajak melewati batas waktu upload setiap tanggal 15 bulan 

berikutnya setelah dilakukan transaksi, maka PKP akan dikenakan sanksi denda 

keterlambatan, yaitu sanksi administrasi sebesar 1 persen dari dasar pengenaan 

pajak (DPP). Apabila PKP terlambat membuat faktur pajak, yaitu melewati batas 

waktu 3 bulan dari transaksi PPN, maka akan dianggap tidak membuat faktur 

pajak. Ketika PKP melakukan pembetulan pajak dan setelah dilakukan 

pemeriksaan terdapat kurang bayar ataupun lebih bayar, maka dikenakan sanksi 

yang didasarkan pada tarif bunga sanksi administrasi. 

CV. AB terdaftar pada tanggal 15 Desember 2000 dan dikukuhkan PKP 

pada tanggal 12 juli 2021 yang terdaftar di KPP Pratama Waingapu. CV. AB 

yang bergerak dalam perdagangan umum berupa kebutuhan sehari-hari dan juga 

menjual pakan ternak serta menjual barang yang dibebaskan dari PPN seperti 

(polar, gula, beras, dll). Dari perannya sebagai Pengusaha Kena Pajak CV. AB 

kewalahan dalam menerbitkan faktur dan sering terlambat dan salah membuat 
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faktur ini dikarenakan staff manajemennya kurang memahami akan aturan baru 

karena masih menerapkan aturan sebelumnya. Berdasarkan latar belakang di 

atas, maka dilakukan penelitian tentang: “Mekanisme Penerapan Peraturan 

PER-03/PJ/2022 Tentang Penerbitan Faktur Pajak Pada CV. AB”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pokok permasalahan 

yang diajukan yaitu Bagaimana penerapan PER-03/PJ/2022 pada CV. AB? 

1.3 Batasan Masalah 

Laporan Tugas Akhir ini hanya akan membahas mengenai mekanisme 

penerapan pembuatan faktur pajak pada PKP dalam upaya meningkatkan 

prosedur perpajakan dan memastikan kepatuhan dan keakuratan pengusaha 

dalam menjalankan tanggung jawab perpajakan. 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

1.4.1 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan CV. AB sebagai 

Pengusaha Kena Pajak dalam menjalankan Peraturan PER-03/PJ/2022. 

1.4.2 Manfaat  

Melalui laporan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  

1) Bagi Mahasiswa 

Hasil laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan 

menambah referensi mengenai mekanisme penerapan Peraturan PER-

03/PJ/2022 tentang pembuatan faktur pajak.  

2) Bagi Pengusaha Kena Pajak CV. AB 

Dapat digunakan sebagai bahan acuan dan pertimbangan mengenai 

mekanisme penerapan Peraturan Peraturan PER-03/PJ/2022 tentang 

pembuatan faktur pajak pada Penghasilan Kena Pajak.  

3) Bagi Politeknik Negeri Bali 

Hasil laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk kasus 

lanjutan yang lebih mendalam terkait dengan e-faktur, baik dari kalangan 

Politeknik Negeri Bali maupun perguruan tinggi lainnya. Kasus ini juga 
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dapat menjadi referensi PNB agar mendalami mata kuliah perpajakan di 

bidang pajak terutama Pajak Pertambahan Nilai.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

1.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pemenuhan kewajiban 

perpajakan CV. AB atas Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Peraturan 

Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

a. CV.AB melakukan usahanya dengan menjual barang dagangan secara 

eceran, grosir dan pesanan. Dari jenis barang yang dijual CV. AB terdapat 

2 jenis yaitu barang yang terutang PPN dan dibebaskan dari PPN. Melalui 

usahanya CV. AB memiliki kewajiban dalam membuat Faktur Pajak sesuai 

dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022. 

b. Sifat transaksi Pengusaha Kena Pajak (PKP) pedagang eceran tidak 

memungkinkan untuk pembuatan Faktur Pajak standar, sehingga CV. AB 

harus membuat Faktur Pajak pedagang eceran yang berisikan nama, alamat, 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang melakukan penyerahan Barang 

Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), jenis barang atau jasa, 

jumlah harga jual atau penggantian, potongan harga, Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) yang dipungut, kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur 

Pajak. Sementara, karena transaksi yang dilakukan adalah transaksi eceran, 

maka faktur pajak yang digunakan adalah faktur pajak digunggung.  

c. Dalam penjualan grosir dan pesanan CV. AB bisa menggunakan faktur 

pajak lengkap yang dimana setiap kolom faktur pajak harus diisi dengan 

benar dan tepat. Untuk membuat faktur pajak terdapat kode transaksi yang 

berbeda untuk setiap jenis transaksi. Selama penjualannya dengan pembeli 

yang sama, di bulan yang sama, dan dengan kode transaksi yang sama. Maka 

untuk menyederhanakan faktur pajak CV. AB dapat membuat yang 

namanya faktur pajak gabungan. 

d. Selama pembuatan faktur pajak CV. AB sering kali mendapatkan penolakan 

upload faktur dikarenakan keterlambatan membuat faktur pajak. Menurut 

peraturan PER-03/PJ/2022 batas waktu upload e-faktur paling lambat 

tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa faktur pajak dibuat, E- 
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faktur yang tidak memperoleh persetujuan Direktorat Jenderal Pajak 

merupakan bukan faktur pajak. Akibat keterlambatan upload faktur 

CV.AB baru bisa membuat faktur pajak di masa selanjutnya sehingga CV. 

AB mengalami keterlambatan pembuatan faktur pajak. Dalam peraturan 

PER-03/PJ/2022 dijelaskan bahwa faktur pajak terlambat dibuat ketika 

tanggal yang tercantum dalam faktur pajak melewati saat seharusnya faktur 

pajak dibuat. 

e. CV.AB bisa menggunakan Faktur Pajak pengganti atau pembetulan atas 

kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam mengisi kolom pada faktur 

pajak. 

1.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat disampaikan adalah 

sebagai berikut:  

1. Bagi Pengusaha Kena Pajak CV. AB 

Dalam menerapkan pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak pada CV. AB harus 

lebih memperhatikan aturan pembuatan faktur pajak dan lebih teliti dalam 

membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal 

Pajak PER-03/PJ/2022 agar dapat terhindar dari sanksi atas batas lapor Faktur 

Pajak. 

2. Bagi Mahasiswa 

Dalam menerapkan peraturan PER-03/PJ/2022 mahasiswa harus lebih 

memahami aplikasi perpajakan dan aturan yang berlaku untuk kedepannya, 

untuk menghindari sanksi pajak. 

3. Bagi Politeknik Negeri Bali 

Dalam melakukan pengajaran lebih menekankan pada praktik dan mengupdate 

aturan-aturan yang berlaku untuk kedepannya serta dapat memahami atas aturan 

baru yang dikeluarkan dengan itu dapat terhindar dari sanksi-sanksi yang 

berlaku. 
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